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PENDAHULUAN
1.1 Latar  Belakang 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah sesuai amanah UUD 1945. Dalam pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah dimaksud memerlukan koordinasi dan pengaturan lebih lanjut guna lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antardaerah. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan landasan hukum utama di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah juga wajib memperhatikan  10 (sepuluh) Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahsebagai wujud prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yaitu:
1. Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang  mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;

2. Asas Tertib Penyelenggara Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;

3. Asas Kepentingan Umum, adalah asas mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

4. Asas Keterbukaan, adalah asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,  jujur  dan tidak   diskriminatif  tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

5. Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;

6. Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Asas Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumberdaya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;

9. Asas Efektivitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;

10. Asas Keadilan, adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan  jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat. Khusus perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor              8 Tahun 2008, menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan,  indikator kinerja,  kelompok sasaran, dan  pagu indikatif dan prakiraan maju.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat  Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. 
RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2018, Badan Kesatuan Bangsa  dan Politik selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.
KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN


Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2019 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
Rencana  Kerja  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan,  pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah,  perumusan tujuan,  sasaran, program dan kegiatan. 
Selanjutnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam mendukung Misi pertama  Bupati Malang yaitu Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam  pembangunan  guna  menunjang, percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum, yang bertujuan untuk meningkatkan kerukunan kehidupan umat beragama. 
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
	1.
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

	2.
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

	3.
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

	4.
	Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

	5.
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

	6.
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

	7.
	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

	8.
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

	9.
	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

	10.
	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

	11.
	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian  dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

	12.
	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016  tentang Perangkat Daerah;

	13.
	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;

	14.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

	15.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jaangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

	16.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

	17.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

	18.
	Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

	19.
	Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

	20.
	Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

	21.
	Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

	22.
	Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

	23.
	Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

	24.
	Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

	25.
	Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;

	26.
	Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;

	27.
	Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

	28.
	Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/     /KEP/35.07.013/2018 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja BAKESBANGPOL Kabupaten Malang Tahun 2019.


1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 adalahuntuk menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019.
Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Memberikan masukan utama dan sebagai dasar bagi penyusunan perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

5. Sebagai bahan  evaluasi kegiatan pada akhir tahun anggaran.
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BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BAKESBANGPOL TAHUN LALU 
2.1     Evaluasi Pelaksanaan Renja BAKESBANGPOL Tahun 2017 Dan Capaian Renstra

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 7 program dan 19 kegiatan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan tahun 2018 dapat terealisasi rata-rata 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 98%.

Tahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 7 program dan 19 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan ketiga tahun 2018 dapat terealisasi rata-rata 70%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 75%.
Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah Penyuluhan Politik kepada Masyarakat, Peningkatan Toleransi antar  Umat  Beragama. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 2018 adalah rata-rata 70%.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut: 
Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Dan Pencapaian Restra  PD   s/d Tahun 2018

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

	No
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan (sesuai dengan renstra lama dan baru)
	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) 


	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)
	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2016
	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017
	Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2018)
	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018

	
	
	
	
	
	Target Renja PD Tahun 2017
	Realisasi Renja PD Tahun 2017
	Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi Capaian
	Tingkat Capaian (%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 = (7/6)
	9
	10
	11 =10/4

	
	Urusan : ……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Program ….
	Sesuai Renstra PD Perubahan
	25.000 buah
	5000 surat
	5000 buah
	5000 buah
	100
	5000 buah
	10.000 buah
	40*

	1.
	Kegiatan 
	
	30 jenis
	1 paket
	30 jenis
	30 jenis
	100
	30 jenis
	30 jenis
	100*

	2.
	Kegiatan ….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Program ….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Kegiatan ….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Kegiatan ….
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Dari tabel 2.1 diatas rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja dan pencapaian renstra sampai dengan tahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa Dan politik, diketahui bahwa pada perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan pada renstra PD sampai dengan tahun 2018 (kolom 10 & 11) pada dasarnya telah terealisasi sesuai dengan target kinerja yang terdapat dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan pada 12 Desember 2017 melalui Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten  Malang Nomor 188.4/      /KEP/35.07.207/2017 tentang penetapan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang tahun 2016 – 2021. Hanya saja perkiraan realisasi capaian target Renstra terukur maksimal karena ada beberapa capaian kinerja yang tidak dapat diakumulasi/dihitung  keseluruhan dalam periode Renstra PD Tahun 2016 – 2021, hal ini disebabkan karena pada realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan tahun 2016 (kolom 5) yang merupakan  tahun awal periode renstra perangkat daerah. Terdapat beberapa perbedaan / penyesuaian baik nomenklatur program/kegiatan maupun penyempurnaan indikator dan target kinerja tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir. Bahwasannya pada Tahun 2016 secara keseluruhan rata-rata program/kegiatan telah terelasasi sesuai dengan target kinerja yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada 11 November 2016 melalui surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan bangsa Dan Politik  Kabupaten Malang Nomor 1884/……/KEP/35.07.207/2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.


Seperti kita ketahui bahwa seiring dengan dinamika perubahan kerangka ekonomi makro baik pada level nasional maupun regional yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada ekonomi makro Kabupaten Malang, serta terdapat perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat yang mendasar yang merupakan acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, maka perlu untuk melaksanakan program dan kegiatan. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disusun depan memacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam proses penyusunan Renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Malang agar tercipta sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang didukung oleh berbagai stakeholder (pemangku kepentingan) pembangunan lainnya.


Adapun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 mencakup :

1. Penyesuaian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangja menengah;

3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir;

4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan;

5. Penyederhanaan kegiatan.

Pembangunan sebagaimana telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan sesuai dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Malang melakukan reviu terhadap RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas penyesuaian nomenklatur program prioritas Perangkat Daerah. Sejalan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan pula perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.



Reviu RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penyesuaian nomenklatur program prioritas serta perubahan target program tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Malang yang lebih sistematis, terarah dan kesinambungan. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, sehingga kedudukan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan induk dengan jangka menengah atau periode waktu lima tahun yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Pembinaan terhadap Partai Politik

2. Memberikan Penyuluhan Politik kepada Masyarakat

3. Memberikan Sosialisasi tentang Wawasan Kebangsaan

4. Memberikan Sosialisasi dalam bidang RANHAM

5. Pendataan Ormas dan LSM

6. Memberikan Rekomendasi Ijin Penelitian bagi para pelajar dan Mahasiswa 

Dalam kinerja pelayanan sebagai pelaksana urusan Wajib bukan pelayanan dasar yaitu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik memiliki target sasaran kinerja  sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 dan dalam Renstra  adalah :
1. Fasilitasi Penanganan Konflik 

2. Cakupan Pencegahan/Tangkal Dini Konflik di Masyarakat;

3. Keaktifan dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);

4. Meningkatnya cakupan pendidikan wawasan kebangsan;

5. Meningkatnya pemahaman masyarakat di bidang politik, serta

6. Meningkatnya pelayanan  administrasi perkantoran yang ditunjukkan dengan capaian nilai SAKIP. 

Uraian mengenai kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
	No.
	Indikator
	SPM/
Standar Nasional
	IKK
	Target Renstra PD
	Realisasi Capaian
	Proyeksi
	Catatan Analisis

	
	
	
	
	Tahun 2017
	Tahun 2018
	Tahun 2019
	Tahun 2020
	Tahun 2017
	Tahun 2018
	Tahun 2019
	Tahun 2020
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	1.
	Prosentase Penanganan Konflik 
	-
	-
	20%
	40%
	60%
	80%
	20%
	40%
	60%
	80%
	

	2.
	Persentase Cakupan pencegahan dini potensi konflik
	-
	-
	20%
	40%
	60%
	80%
	20%
	40%
	60%
	80%
	

	3.
	Persentase tingkat keaktifan FKUB
	-
	-
	20%
	40%
	60%
	80%
	20%
	40%
	60%
	80%
	

	4.
	Persentase Peningkatan Cakupan Wawasan Kebangsaan
	-
	-
	20%
	40%
	60%
	80%
	20%
	40%
	60%
	80%
	

	5.
	Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat
	-
	-
	20%
	40%
	60%
	80%
	20%
	40%
	60%
	80%
	

	Indikator Program-Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	1.
	Prosentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
	-
	-
	20%
	40%
	60%
	80%
	20%
	40%
	60%
	80%
	

	2.
	Cakupan Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik
	-
	-
	20%
	40%
	60%
	80%
	20%
	40%
	60%
	80%
	

	3.
	Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
	-
	-
	20%
	40%
	60%
	80%
	20%
	40%
	60%
	80%
	

	4.
	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
	-
	-
	20%
	40%
	60%
	80%
	20%
	40%
	60%
	80%
	

	5.
	Cakupan masyarakat sasaran pendidikan politik pendidikan politik
	-
	-
	20%
	40%
	60%
	80%
	20%
	40%
	60%
	80%
	

	6
	Cakupan penanganan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
	-
	-
	20%
	40%
	60%
	80%
	20%
	40%
	60%
	80%
	

	7
	Cakupan masyarakat yang memperoleh Pendidikan Wawasan Kebangsaan
	-
	-
	20%
	40%
	60%
	80%
	20%
	40%
	60%
	80%
	

	8
	Cakupan Forum-Forum dan Organisasi dibidang Wawasan Kebangsaan yang terbentuk 
	-
	-
	20%
	40%
	60%
	80%
	20%
	40%
	60%
	80%
	

	9
	Cakupan Pemantauan, Sosialisasi dan Rakor Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	-
	-
	20%
	40%
	60%
	80%
	20%
	40%
	60%
	80%
	

	Indikator Kegiatan-Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	1.
	Jumlah registrasi surat masuk dan keluar
	-
	-
	2.400 surat
	2.400 surat
	2.400 surat
	2.400 surat
	2.400 surat
	2.400 surat
	2.400 surat
	2.400 surat
	

	2.
	Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik selama 1 tahun
	-
	-
	36 rekening
	36 rekening
	36 rekening
	36 rekening
	36 rekening
	36 rekening
	36 rekening
	36 rekening
	

	3.
	Jumlah orang yang diberikan honor administrasi keuangan
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	4.
	Jumlah sarana kebersihan kantor selama satu tahun
	-
	-
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%
	

	5.
	Jumlah pengadaan alat tulis kantor
	-
	-
	15%
	15%
	15%
	15%
	15%
	15%
	15%
	15%
	

	6
	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
	
	
	96 orang
	96 orang
	96 orang
	96 orang
	96 orang
	96 orang
	96 orang
	96 orang
	

	7
	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang disediakan
	-
	-
	624 eksemplar
	624 eksemplar
	624 eksemplar
	624 eksemplar
	624 eksemplar
	624 eksemplar
	624 eksemplar
	624 eksemplar
	

	8
	Jumlah penugasan dinas luar daerah
	-
	-
	286 OHK
	286 OHK
	286 OHK
	286 OHK
	286 OHK
	286 OHK
	286 OHK
	286 OHK
	

	9
	Jumlah penugasan dinas ke dalam daerah
	-
	-
	170 OHK
	170 OHK
	170 OHK
	170 OHK
	170 OHK
	170 OHK
	170 OHK
	170 OHK
	

	10
	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
	-
	-
	1 paket
	1 paket
	1 paket
	1 paket
	1 paket
	1 paket
	1 paket
	1 paket
	

	11
	Terpeliharanya gedung kantor
	-
	-
	2 gedung
	2 gedung
	2 gedung
	2 gedung
	2 gedung
	2 gedung
	2 gedung
	2 gedung
	

	12
	Jumlah kendaran dinas yang mendapat pemeliharaan
	-
	-
	2 unit
	2 unit
	2 unit
	2 unit
	2 unit
	2 unit
	2 unit
	2 unit
	

	13
	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
	-
	-
	60 unit
	60 unit
	60 unit
	60 unit
	60 unit
	60 unit
	60 unit
	60 unit
	

	14
	Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
	-
	-
	2 orang
	2 orang
	2 orang
	2 orang
	2 orang
	2 orang
	2 orang
	2 orang
	

	15
	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
	-
	-
	5 laporan
	5 laporan
	5 laporan
	5 laporan
	5 laporan
	5 laporan
	5 laporan
	5 laporan
	

	16
	Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
	-
	-
	5 laporan
	5 laporan
	5 laporan
	5 laporan
	5 laporan
	5 laporan
	5 laporan
	5 laporan
	

	17
	Jumlah kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat
	-
	-
	4 kali
	4 kali
	4 kali
	4 kali
	4 kali
	4 kali
	4 kali
	4 kali
	

	18
	Jumlah rakor dan sosialisasi pembinaan administrasi parpol
	-
	-
	2 kali
	2 kali
	2 kali
	2 kali
	2 kali
	2 kali
	2 kali
	2 kali
	

	19
	Jumlah kegiatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan tindak kriminal
	-
	-
	11 sosialisasi dan rakor
	11 sosialisasi dan rakor
	11 sosialisasi dan rakor
	11 sosialisasi dan rakor
	11 sosialisasi dan rakor
	11 sosialisasi dan rakor
	11 sosialisasi dan rakor
	11 sosialisasi dan rakor
	

	20
	Jumlah kegiatan sosialisasi tentang pengamanan Pamswakarsa
	-
	-
	3 sosialisasi
	3 sosialisasi
	3 sosialisasi
	3 sosialisasi
	3 sosialisasi
	3 sosialisasi
	3 sosialisasi
	3 sosialisasi
	

	21
	Jumlah sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
	-
	-
	3 sosialisasi
	3 sosialisasi
	3 sosialisasi
	3 sosialisasi
	3 sosialisasi
	3 sosialisasi
	3 sosialisasi
	3 sosialisasi
	

	22
	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dalam rangka Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan
	-
	-
	12 rakor
	12 rakor
	12 rakor
	12 rakor
	12 rakor
	12 rakor
	12 rakor
	12 rakor
	

	23
	Jumlah kegiatan sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
	-
	-
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	

	24
	Jumlah kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
	-
	-
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	

	25
	Jumlah kegiatan Sosialisasi Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
	-
	-
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	-
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	

	26
	Cakupan ormas yang terinventarisir dan terfasilitasi
	-
	-
	20%
	40%
	60%
	80%
	20%
	40%
	60%
	80%
	

	27
	Jumlah sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
	-
	-
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	1 sosialisasi
	

	28
	Jumlah terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan
	-
	-
	1 forum
	1 forum
	1 forum
	1 forum
	1 forum
	-
	1 forum
	1 forum
	

	29
	Jumlah peserta bimtek RANHAM
	-
	-
	200 orang
	200 orang
	200 orang
	200 orang
	200 orang
	200 orang
	200 orang
	200 orang
	

	30
	Jumlah rakor dan sosialisasi hasil pemantauan tentang Ketahanan Ekonomi Masyarakat
	-
	-
	3 rakor dan sosialisasi 
	3 rakor dan sosialisasi 
	3 rakor dan sosialisasi 
	3 rakor dan sosialisasi 
	3 rakor dan sosialisasi 
	3 rakor dan sosialisasi 
	3 rakor dan sosialisasi 
	3 rakor dan sosialisasi 
	


2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangusngan pemerintahan dan pembangunan nasional.Oleh karena itu upaya dan langka untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi.Secara obyektif bangsa Indonesia dibangun berdasarkan kemajemukan sehingga berpotensi terhadap kerawanan sosial, politik dan kewilayahan yang dapat mengarah timbulnya konflik sosial yang berdimensi horizontal maupun vertikal. Selain kemajemukan masyarakat indonesia yang rawan konflik, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya yang satu sama lain saling mengait seperti implementasi otonomi daerah yang belum tuntas, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum yang merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa, Disamping fenomena faktual tersebut di atas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapakan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap semakin merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Kabupaten malang dapat dikemukakan beberapa isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang, yaitu :

1. Masih banyaknya permasalahan-permasalahan Ipoleksosbud, SARA dan batas wilayah yang bisa menjadi potensi konflik di masyarakat dan masih kurangnya penanganan dalam mencegah dan deteksi dini terhadap potensi konflik di masyarakat

2. Belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap keputusan 2 (dua) Menteri tentang Peraturan  Bersama nomor 9 tahun 2006 dan nomor8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

3. Masih belum meratanya wawasan politik masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi yang sehat

4. Lunturnya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan dan 4 pilar kebangsaan (ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal ika dan NKRI) dan  supremasi Hukum dan HAM

5. Timbulnya paham-paham liberal dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menangkal adanya ancaman, tantangan, hambatan, gangguan terhadap ipoleksosbud HanKam

6. Partisipasi masyarakat terkait keamanan lingkungan masih rendah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKPD Tahun 2019 mengakomodir kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang yang bersifat prioritas dan perlu penanganan  segera, serta untuk mengakomodir visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dan tetap berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005 – 2025 disamping Peraturan Pemerintah Nomor 18 ahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ tahun 2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 untuk menyesuaikan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 
Berdasarkan Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik  pada prinsipnya program/kegitan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik masih sama dengan program/kegiatan tahun sebelumnya  atau sudah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, yaitu  sebagai berikut:
1. Program dan Kegiatan Pendidikan Politik, 
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, 
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Daerah,

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Tabel 2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019

Kabupaten Malang

	No.
	Rancangan Awal RKPD
	Hasil Analisis Kebutuhan (sesuai dengan Ranc. RKPD Akhir)
	Catatan Penting

	
	Program/Kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Target Capaian
	Pagu Indikatif (Rp. 000)
	Program/Kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Target Capaian
	Kebutuhan dana (Rp. 000)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2019.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

	No
	Program/Kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Besaran / Volume
	Catatan

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	N  I  H  I  L

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN  BAKESBANGPOL 
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Dalam rangka  mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2019, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah.Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.
Kabupaten Malang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan hukum;

3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; serta

4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam berkebudayaan. 

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menentukan  tujuan  dan  sasaran juga  selaras  dengan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu “Mampu menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa” , yang akan dicapai dengan  Misi:

1. Memantapkan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keungan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat

4. Mendorong terwujudnya keserasihan dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuan daerah dan desa serta perbatasan

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik

Dalam mendukung misi pertama yaitu: Memantapkan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri dan tujuan strategis : Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara dengan sasaran strategis :

1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, 

2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas. 

Serta dengan melihat Visi Gubernur Jawa Timur yaitu “ Terwujudnya Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing” dengan Misi “ Makin Mandiri dan Sejahtera bersama wong cilik” khususnya khususnya Tujuan Misi ke 5 yaitu : “Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial” dengan fokus program sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama;
2. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib;
3. Meningkatkan penegakan supremasi hukum dan penghormatan HAM yang berkeadilan
Meskipun tidak berkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat mendukung dalam meningkatkan stabilitas keamanan wilayah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senantiasa mengoptimalkan koordinasi dengan Jajaran Kominda dan melaksanakan pemantauan- pemantauan ke wilayah Kabupaten Malang guna mendapatkan informasi secara dini dan mampu memberikan masukan terkait kondisi ketahanan ekonomi, sosial, budaya masyarakat sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten malang. Dengan terciptanya stabilitas keamanan wilayah tentunya juga menimbulkan daya tarik bagi para investor dan memberikan rasa aman bagi semua stake holder yang turut serta dalam percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. 

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
3.2.1 Tujuan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah yang menunjang fungsi pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik mendukung Misi Bupati Malang pada :

Misi ke 1 Revolusi Mental  

Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang, percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum

Tujuan 1 
Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib dan berbudaya lokal serta menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama

· Strategi ke 3 ”Meningkatkan keaktifan FKUB melalui penyelenggaraan kegiatan di tingkat kabupaten hingga desa / kelurahan”. 

· Strategi ke 4 ”Meningkatkan persentase rekomendasi hasil pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti”.

· Strategi ke 5 ”Meningkatkan peran penegak hukum dan tokoh masyarakat dalam upaya mengantisipasi gesekan konflik antar umat beragama dan peningkatan toleransi antar umat beragama”.
2.  Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik”.

· Strategi ke 3 ” Meningkatkan kegiatan pengembangan dan pengetahuan Wawasan Kebangsaan”.

· Strategi ke 4 ” Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Siskamswakarsa”
· Strategi ke 7 ”Menurunkan potensi konflik sosial di daerah”.

· Strategi ke 8 ”Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penanganan dan pencegahan konflik di daerah”.
Dalam mendukung misi, tujuan dan sasaraan Pemerintah Kabupaten Malang maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran dalam kehidupan berpolitik masyarakat

2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan menurunkan angka konflik melalui peningkatan kapasitas aparatur dalam cegah dini dan penanganan konflik yang terjadi di masyarakat

3. Meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama

4. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan, Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa serta menegakkan dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM
3.2.2  Sasaran 
Dalam pencapaian tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat beberapa sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya wawasan dan pemahaman masyarakat di bidang politik
2. Menurunnya jumlah konflik yang bersumber dan Ipoleksosbudhankam, batas wilayah dan SARA
3. Meningkatnya kapabilitas aparatur dalam cegah dan tangkal dini serta penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat
4. Meningkatnya peran dan keaktifan Forum Kerukunan Umat Beragama
5.  Peningkatan Cakupan Penididikan Wawasan Kebangsaan
6. Peningkatan Kinerja Aparatur
7. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
8. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
3.3 
Program dan Kegiatan
Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2019Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 9 program dan 30 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.4 Penyediaan alat tulis kantor

1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan

1.7 Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

2.1 Pengadaan peralatan gedung kantor

2.2 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

2.3 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

2.4 Pemelihraan rutin / berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan :

1.1 Pendidikan dan pelatihan formal

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :

4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

4.2 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

5. Program Pendidikan Politik, dengan kegiatan :

5.1 Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat

5.2 Pembinaan Administrasi Partai Politik dan Pelaporan

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan , dengan kegiatan :

6.1 Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama ;
6.2 Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa ;
7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan :

7.1 Fasilitasi Forum Keagamaan dan Forum Kemasyarakatan lainnya dalam upaya peningkatan wasbang ;
7.2 Seminar, Talk show, diskusi peningkatan wasbang
8. Program Peningkatan Kewaspadaan Daerah, dengan kegiatan :

8.1 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam penanganan konflik sosial ;
8.2 Pembinaan Masyarakat dalam rangka siskamswakarsa. 
Semua Program/Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa  dan Politik akan  responsif gender yang akan dituangkan dalam penyusunan GAP (Genderf Analysis Phatway) dan penyusunan TOR.
Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Badan  Kesatuan Bangsa  dan Politik Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:
Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020
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	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan. 

Pada tahun 2019 Rencana Kerja ini terdapat 8 program dan 23  kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tahun 2019.
Demikian untuk dapat dilaksanakan.
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
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